
BUPATI MUKOMUKO 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
NO MOR ( 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MUKOMUKO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MUKOMUKO, 

a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor 
penggerak perekonomian, pembangunan daerah dan 
penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu mengatur 
pelayanan penananam modal untuk menjadikan 
Kabupaten Mukomuko sebagai daerah yang menarik 
bagi penanam modal; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan untuk 
memberikan kepastian hukum, maka perlu mengatur 
Penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten 
Mukomuko; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Peraturan Daerah ten tang 
Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten 
Mukomuko; 

1. Ketentuan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Benkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4266); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 ,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4852); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang 
Jangka waktu Ijin Penanaman Modal Asing ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1986 nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3335); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4854}; 

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 



13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang 
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha 
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang 
Penanaman Modal; 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal; 

15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 ten tang 
Fasilitasi Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 178); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan 
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; 

19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6). 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mukomuko Tahun 2015 Nomor 5); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 

dan 

Menetapkan 

BUPATI MUKOMUKO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MUKOMUKO. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko. 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mukomuko. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten 

Mukomuko. 
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan 

Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPPTK 
adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan 
dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko. 

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu 
perizinan dan non perizinan yang mendapat 
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 
Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan 
penz1nan dan non penzrnan yang proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan 
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan dalam satu tempat. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

9. Modal adalah aset dalam bentuk uang, atau bentuk 
lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam 
modal yang mempunyai nilai ekonomis; 

10. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh 
negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara 
Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan 
hukum atau tidak berbadan hukum. 

11. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara 
asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha 
asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum 
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya 
dimiliki oleh pihak asing. 

12. Penanam modal adalah perseorangan a tau badan 
usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat 
berupa penanam modal dalam negeri dan penanam 
modal asing. 

13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal baik oleh penanam modal dalam 
negen maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di daerah. 

14. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya 
disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara 
Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik 
Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman 
modal di wilayah Negara Republik Indonesia. 



15. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA 
adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha 
asing, dan/ atau pemerintah asing yang melakukan 
penanaman modal di wilayah Negara Republik 
Indonesia. 

16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau 
peraturan perundang-undangan lainnya yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 
melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

17. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk 
persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip 
sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian 
Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal. 

18. Izin usaha penanaman modal adalah izin yang wajib 
dimiliki penanam modal untuk memulai 
produksi/ operasi, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan. 

19. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya 
penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya 
pemberian perizinan dan non perizinan. 

20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya 
disingkat LKPM adalah la po ran mengenru 
perkembangan realisasi Penanaman Modal dan 
kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib 
disampaikan secara berkala. 

21. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk 
melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan 
Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

22. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan 
pelayanan, fasilitas fiskal dan Informasi mengenai 
penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

23. Perizinan berusaha adalah persetujuan yang 
diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan 
menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk 
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan 
(cheklist). 

24. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dirnana 
perusahaan Penanaman Modal baik PMA maupun 
PMDN telah siap untuk melakukan produksi barang 
dan/ atau menghasilkan jasa sebelum melakukan 
transaksi penjualan. 

25. Memulai kegiatan konstruksi adalah saat dimulainya 
perencanaan pekerjaan fisik berupa perencanaan 
teknik yang terkait dengan kegiatan usaha. 



26. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 
Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE 
adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan 
yang terintregasi antara pemerintah dengan 
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan 
perizinan dan non perizinan. 

27. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk 
insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan 
pelayanan penaman modal, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

28. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah 
daerah kepada penaman modal dalam rangka 
mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 

29. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari 
pemerintah daerah kepada penanam modal untuk 
mempermudah setiap kegiatan penanaman modal 
dalam rangka mendorong peningkatan penanaman 
modal di daerah. 

30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang modalnya atau 
sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sebesar 
lebih dari lima puluh perseratus (50%). 

31. Perusahaan lokal adalah perusahaan yang didirikan 
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang 
lebih dari lima puluh perseratus (50%) modalnya 
dimiliki oleh perseorangan / penduduk Mukomuko, 
dan memiliki kantor yang berdomisili di Kabupaten 
Mukomuko. 

32. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 
orang, seorang warga/ penduduk Mukomuko atau 
badan hukum koperasi yang dikeluarkan oleh instansi 
Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang berwenang, 
dan memiliki kantor yang berdomisili di Kabupaten 
Mukomuko. 

33. Konsorsium adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih 
orang perseorangan, perusahaan, organisasi, koperasi 
atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut untuk 
mengadakan suatu kegiatan, usaha atau pembiayaan 
bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu 
dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan 
sumber daya yang dimiliki para pihak yang tergabung, 
dimana masing-masing konsorsium tetap berdiri 
sendiri. 

34. Kandungan lokal adalah semua produk barang dan 
jasa yang dihasilkan daerah, BUMD, koperasi, UMKM, 
penyedia barang jasa lokal dan tenaga kerja penduduk 
Kabupaten Mukomuko. 

35. Produksi daerah adalah semua jenis barang/ jasa 
termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang 
diproduksi, dibangun, atau dikerjakan oleh 
perusahaan yang berproduksi dan / atau berinvestasi 
langsung di Kabupaten Mukomuko. 



36. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek 
kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, 
kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha 
yang seluas-luasnya. 

37. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 
perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan 
yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

38. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perseorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 
kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

39. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif 
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

40. U saha besar adalah usaha ekonomi produktif yang 
dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 
bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 
usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik 
negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing 
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

41. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha 
tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan 
Penanaman Modal. 

42. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah 
bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai 
kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, 
yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha 
mikro, kecil, menengah dan Koperasi, bidang usaha 
yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha 
yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, 
bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi 
tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan dengan 
perizinan khusus. 



BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 2 

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas : 
a. kepastian hukum; 
b. keterbukaan; 
c. akuntabilitas; 
d. perlakuan yang sama, tidak membedakan asal daerah 

maupun asal negara; 
e. kebersamaan; 
f. efisiensi berkeadilan; 
g. berkelanjutan; 
h. berwawasan lingkungan; 
1. kemandirian; 
J. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

daerah; 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3 

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan : 
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; 
b. menciptakan lapangan kerja; 
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 
d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan 

daerah untuk lebih mampu bersaing ditingkat regional, 
nasional dan internasional berdasarkan keunggulan 
kompetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan 
sumber daya alam secara lestari; 

e. meningkatkan pendapatan daerah untuk memberikan 
kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian 
daerah dan mengembangkan serta memperkuat industri 
dan perdagangan daerah; 

f. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha 
daerah; 

g. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi 
daerah; 

h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
1. meningkatkan dan mengembangkan ekonomi potensial 

menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan 
dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar 
negen; 

J. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 



BAB III 
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman 
modal untuk : 
a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif 

danjaminan keamanan bagi penanaman modal; 
b. mempercepat peningkatan penanaman modal; 
c. mengutamakan pemanfaatan sumber daya daerah 

yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya 
manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, 
menengah, besar dan koperasi. 

(2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Bupati: 
a . memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi 

penanam modal; 
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha 

dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak 
proses perizinan sampai dengan berakhimya 
kegiatan penanaman modal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. membuka kesempatan bagi pengembangan dan 
perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, 
besar dan koperasi; 

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal 
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB IV 
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN 

Pasal 5 

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan 
dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan 
hukum, tidak berbadan hukum atau usaha 
perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penanaman modal asing, wajib dalam bentuk 
Perseroan Terbatas, berdasarkan hukum Indonesia 
dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang
undang. 

(3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang 
melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan 
Terbatas dapat dilakukan dengan: 
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian 

perseroan terbatas; 
b. membeli saham dan; 
c. melakukan cara Iain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 



BABV 
KETENAGAKERJAAN 

Pasal 6 

( 1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga 
kerj a warga negara Indonesia. 

(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan 
tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan 
keahlian tertentu sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan 
kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia 
melalui pelatihan kerja sesuru ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan 
tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan 
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga 
kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

( 1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib 
diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah 
antara perusahaan penanaman modal dan tenaga 
kerja. 

(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan 
melalui upaya mekanisme tripartit. 

{3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 
tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal 
dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan 
hubungan industrial melalui pengadilan hubungan 
industrial. 

BAB VI 
BIDANG USAHA 

Pasal 8 

( 1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi 
kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau 
jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka 
dengan persyaratan. 

(2) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha 
tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan 
penanaman modal. 



(3) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah 
bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai 
kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu 
yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk U saha 
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha 
yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha 
yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang 
usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu dan 
bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan 
khusus. 

BAB VU 
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA 

MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha 
yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah 
dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk 
usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan 
usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. 

(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan 
koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya 
saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan 
pasar, serta pen ye baran informasi yang seluas
luasnya. 

BAB VIII 
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB 

PENANAMAN MODAL 

Bagian Pertama 
Hak Penanam Modal 

Pasal 10 

Setiap penanam modal berhak mendapatkan : 
a. kepastian hak, hukum dan perlindungan; 
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang 

dijalankannya; 
c. hak pelayanan; dan 
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Kewajiban Penanam Modal 

Pasal 11 

Setiap penanam modal berkewajiban : 
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 
b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; 



c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal 
dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang; 

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi 
kegiatan usaha penanaman modal; dan 

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang
undangan. 

Bagian Ketiga 
Tanggungjawab Penanam Modal 

Pasal 12 

Setiap penanam modal bertanggungjawab: 
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber 

yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan 
kerugian jika penanam modal menghentikan, 
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya 
secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, 
mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang 
merugikan daerah; 

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 

dan kesejahteraan pekerja;dan 
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang

undangan. 

BAB IX 
FASILITAS PENANAMAN MODAL 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada 
penanam modal yang melakukan penanaman modal. 

(2) Fasilitas penanaman modal se bagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) diberikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BABX 
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN 

PENANAMAN MODAL 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 

Pasal 14 

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman 
modal dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Penanam modal mengajukan permohonan insentif 

dan/atau kemudahan kepada Bupati dengan 
melampirkan persyaratan yang ditentukan. 

--



b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati. 

c. Hasil verifi.kasi yang dilakukan oleh tim, menjadi 
bahan rekomendasi Bupati untuk menerbitkan atau 
menolak pemberian insentif dan kemudahan. 

d. Penanam modal yang telah lolos verifikasi diberikan 
insentif sesuai dengan hasil kajian tim. 

e. Pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam 
modal sebagaimana dimaksud dalam huruf d 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang
kurangnya memuat nama dan alamat Badan U saha 
Penanaman Modal, Jenis Usaha atau Kegiatan 
penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak 
dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan 
penanaman modal. 

Bagian Kedua 
Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan 

Pasal 15 

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada 
penanam modal yang sekurang-kurangnya memiliki salah 
satu kriteria sebagai berikut: 
a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan 

masyarakat; 
b. menyerap banyak tenaga kerja lokal; 
c . menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan 

publik; 
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk 

domestik regional bruto; 
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 
g. termasuk skala prioritas tinggi; 
h. termasuk pembangunan infrastruktur; 
1. melakukan alih teknologi; 
J. melakukan industri pionir; 
k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau 

daerah perbatasan; 
1. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan 

. . 
movas1; 

m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; 
atau 

n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau 
peralatan yang diproduksi di daerah. 

Bagian Ketiga 
Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan 

Pasal 16 

(1) Bupati melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 melakukan verifikasi terhadap usulan 
penanam modal dan melakukan penilaian terhadap 
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 

...... 



(2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria 
yang dipenuhi. 

(3) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap 
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

(4) Hasil Penilaian terhadap kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar penentuan 
bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal 
yang akan mendapat insentif dan kemudahan. 

(5) Format hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah 
1n1. 

Bagian Keempat 
Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang 
diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan 

Pasal 17 

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif 
dan kemudahan antara lain: 
a) Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi 
b) Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan 
c) Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya 
d) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu 
e) Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. 

Bagian Kelima 
Bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan 

Pasal 18 

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk: 
a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak 

daerah; 
b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan 

retribusi daerah; 
c. Pemberian dana stimulan; dan 
d. Pemberian bantuan modal. 

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk: 
a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman 

modal 
b. Penyediaan sarana dan prasara 
c. Penyediaan lahan atau lokasi 
d. Pemberian bantuan teknis 
e. Percepatan pemberian perizinan. 

(3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman 
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi 
dan kemampuan daerah. 



Bagian Keenam 
Pengaturan pembinaan dan pengawasan 

Pasal 19 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif 
dan pemberian kemudahan penanaman modal didaerah 
untuk kabupaten dikoordinasikan oleh gubernur. 

BAB XI 
PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN 

Pasal 20 

( 1} Pengesahan pendirian badan usaha penanaman 
modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum 
atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman 
modal asing yang berbentuk perseroan terbatas 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

(3) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan 
kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dari 
instansi yang memiliki kewenangan, kecuali 
ditentukan lain dalam undang-undang. 

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh 
melalui pelayanan terpadu satu pintu. 

Pasal 21 

( 1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu 
penanam modal dalam memperoleh kemudahan 
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai 
penanaman modal. 

(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh instansi 
yang berwenang di bidang penanaman modal yang 
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang 
dari Bupati yang berwenang mengeluarkan perizinan 
dan nonperizinan di kabupaten. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan 
pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 22 

(1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban dan 
tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa : 



a. peringatan tertulis atau secara daring; 
b. pembatasan kegiatan usaha; 
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas 

penanaman modal; atau 
d. pencabutan izm usaha dan/ atau penzman 

penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman 
modal. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Mukomuko. 

2019 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Daerah m1 dengan 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Ditetapkan di Mukomuko 
pada tang~;U.---::;;~~ :}qlJ 

PATI MUKOMUKO, 

CHOIRUL HUDA 

2019 
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